
UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH 

SIDOARJO 

Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat 
Sidoarjo di Desa Gempolsari Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 
Oleh: 

Amelia Nu Saffana  

Isnaini Rodiyah 

Progam Studi Administrasi Publik 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Maret 2025 



Pendahuluan 

2 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mencakup penetapan standar pelayanan, 
penyediaan fasilitas dan infrastruktur, serta pelaksanaan pelayanan sesuai standar. Perlunya reformasi birokrasi 
yang mencakup pengembangan e-government sebagaimana tertuang dalam Kepmen PAN & RB No. 1 Tahun 
2011 dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang 
memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kabupaten 
Sidoarjo menjadi salah satu wilayah yang mengadopsi e-government melalui aplikasi SIPRAJA (Sistem 
Pelayanan Rakyat Sidoarjo), sebuah layanan berbasis web dan memberikan pelayanan cepat dan efisien, dengan 
fitur pelacakan, notifikasi, tanda tangan elektronAndruntuk kecamatan oid ik, serta integrasi dengan berbagai 
OPD. Aplikasi ini diluncurkan pada Februari 2020 dan diterapkan di 18 serta 353 desa, termasuk Desa 
Gempolsari, yang memiliki sekitar 5.000 penduduk dan telah menggunakan SIPRAJA sejak 2020 dengan 1.300 
pendaftar. Namun, pelaksanaan di Desa Gempolsari menghadapi hambatan seperti lambatnya administrasi 
manual, keterbatasan jam operasional, serta kurangnya sosialisasi, SDM, dan edukasi, sehingga masyarakat 
lebih memilih layanan offline. Untuk meninjau lebih lanjut implementasi SIPRAJA di desa tersebut, digunakan 
teori George Edward III yang menyoroti empat faktor penting dalam implementasi kebijakan: komunikasi, 
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan permasalahan 
serupa seperti kurangnya sosialisasi, minimnya dukungan finansial, dan rendahnya pemahaman masyarakat 
tentang SIPRAJA .Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
implementasi SIPRAJA di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah yang dapat dirumuskan dengan analisis bagaimana proses dalam Implementasi 
Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Di Desa Gempolsari Kecamatan 
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? 



Metode 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara 
mendalam implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Gempolsari, 
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan 
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih 
secara purposive, dengan Kaur TU dan Kasi Pelayanan sebagai informan kunci. Peneliti berperan 
sebagai instrumen utama dan menggunakan teori implementasi George Edward III yang mencakup 
indikator komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Data yang digunakan terdiri 
dari data primer dan sekunder, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman 
yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang 
bersifat sementara dan dapat berubah sesuai validitas data yang diperoleh. 



Hasil dan Pembahasan 

Implementasi Sipraja di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo di lihat dari 
beberapa indicator denagn Terori George Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 
struktur birokrasi.  
a. Komunikasi 
 Salah satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi 
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 
Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat  keputusan mengetahui mengenai apa 
yang mereka kerjakan. Informasi yang di ketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat 
memelui komunikasi yang baik. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dalam implementasi 
SIPRAJA di Desa Gempolsari dimulai saat pandemi Covid-19 sebagai respons atas pembatasan 
interaksi langsung, dengan tujuan mempermudah layanan masyarakat. Sosialisasi awal dilakukan 
secara online melalui grup WhatsApp yang melibatkan perangkat RT/RW. Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo dinilai telah memberikan arahan yang jelas, namun di tingkat desa terdapat 
ketidakkonsistenan dalam sosialisasi lanjutan. Menurut Bu Devi, Kaur TU Desa Gempolsari, 
sosialisasi hanya dilakukan sekali tanpa keberlanjutan, sehingga menyebabkan pemahaman 
masyarakat terhadap penggunaan aplikasi belum optimal. 
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b. Sumber Daya  
 Hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang di gunakan untuk melihat 
sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan walaupun isi kebijakan di komunikasikan 
secara jelas dan konsisten , tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 
imlementasi tidak akan berjalan efektif. Dari fenomena di atas di kaitkan dengan teori implementasi menurut 
Edward III indikator sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, 
serta sumber daya finansial atau anggaran. Ketiga sumber daya tersebut Berdasarkan hasil wawancara staf yang 
mengelola program SIPRAJA sudah memahami operasional aplikasi dan berstatus sebagai pegawai tetap, namun 
jumlahnya masih terbatas sehingga kerap kewalahan saat permintaan layanan meningkat.  
 

 

Gambar 4. Data sarana dan prasarana di Desa Gempolsari 

No Uraian Barang Jumlah Kondisi 

1. Kursi pelayanan 3 Baik 

2. Kursi staff 4 Baik 

3. Meja 2 Baik 

4. Komputer/PC 2 Baik 

5. AC 3 Baik 

6. Print Out 2 Baik 

7. Wifi  1 Baik 

8. Kipas  1 Baik 

9. Kulkas  1 Baik  

10. Speaker  1 Baik  

11. Buku Surat Masuk/Keluar 1 Baik  
sumber: Dokumen penelitian 2024 
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c. Disposisi 
salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para 
pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanaya dukungan terhadap implementasi 
kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan 
keputusan awal. . Komitmen Pemerintah Desa Gempolsari dalam mendukung program ini terlihat dari adanya 
surat keputusan Kepala Desa, yang memperjelas peran pelaksana. Mereka berupaya maksimal dalam 
melaksanakan tugas, menujukkan konsistensi, dan berusaha untuk tetap bertanggung jawab tanpa setengah-
setengah dalam menjalankan setiap kewajiban yang ada. Hal ini mencerminkan dedikasi pemerintah desa dalam 
memastikan program SIPRAJA dapat berjalan dengan baik, meskipun tanpa adanya insentif tambahan.  
 Gambar 5. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gempolsari 

 

 

 

 
sumber: Dokumen penelitian 2024 
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d. Struktur Birokrasi 
salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan 
birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, intitusi 
Pendidikan dan sebagainya. Dimana struktur birokrasi sudah dilaksanakan cukup baik yang di berikan dan juga 
sudah memperhatikan petuntuk penanganan stunting. Pada implementasi Struktur birokrasi di Desa Gempolsari 
dalam pelaksanaan program SIPRAJA berjalan lancar dengan penerapan SOP yang baik. Koordinasi antara 
kepala desa, perangkat desa, dan RT/RW dinilai efektif, terutama dalam pembaruan data kependudukan. 
Namun, masih terdapat hambatan dalam fragmentasi birokrasi. Proses verifikasi dokumen yang melibatkan 
pembagian tugas antara kecamatan dan desa menimbulkan kendala koordinasi dan memperlambat layanan 
administrasi, serta menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana. 

8 



Temuan Penting Penelitian 

9 

Temuan penting dalam penelitian ini bahwa meskipun terdapat kejelasan dalam instruksi, 
wawancara ini juga mengungkapkan adanya ketidak konsistenan dalam pelaksanaan sosialisasi 
program SIPRAJA di tingkat desa. Hal ini berdasarkan pernyataan narasumber bahwa pada awal 
peluncuran, aplikasi ini hanya disosialisasikan melalui online saja tanpa adanya kelanjutan atau 
kegiatan sosialisasi berulang untuk memastikan masyarakat tetap mendapat informasi dan 
pemahaman yang cukup tentang penggunaan aplikasi tersebut. Dengan demikian, meskipun informasi 
awal telah disampaikan dengan jelas, kurangnya konsistensi dalam sosialisasi menimbulkan tantangan 
tersendiri dalam membangun pemahaman yang berkelanjutan di masyarakat terkait aplikasi SIPRAJA. 
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Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  berbagai  pihak. Bagi  
Pemerintah Desa Gempolsari dan Masyarakat Desa Gempolsari, temuan dalam penelitian 
ini dapat menjadi bahan evaluasi  untuk  meningkatkan dalam implementasi SIPRAJA,  
khususnya  dalam  aspek Komunisasi dan disposisinya. Sementara itu, bagi penulis lain, 
penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian lebih lanjut mengenai implementasi e-
government. 
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